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ABSTRACT

According to the Law Number 30 Years 1999, article 6 section (3) if there is a dispute, based
on the written agreement, either parties can resolve the dispute through a mediator. While the
Law No. 2 of 2004 article 4 section (4) if the parties do not specify the solution option whether
through conciliation or arbitration within seven working days, the district institution related
to employment will delegate the solution to the mediator. The mediation is conducted by a
mediator in the institution related to labor affairs in district level  Mediation is not offered in
conjunction with the conciliation or arbitration because the government wants to provide public
services through competent mediators to resolve four types of disputes. Only Civil Servants (PNS)
working at department of labor may be appointed as the mediator to solve dispute related to the
industrial relationship, because government provides public services as State responsibility and
intervention to resolve disputes between citizens. The absence of either parties in the mediators
may cause injustice to the applicant or the defendant because the same deed may raise a different
legal consequence, so the absence of the applicant or the defendant should cause the same legal
CONnSequences.
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ABSTRAK

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator. Menurut UU No. 30
Tahun 1999 Pasal 6 ayat (3) apabila terjadi perselisihan, maka atas kesepakatan tertulis para
pihak dapat menyelesaikan perselisihannya melalui mediator. Sedangkan UU No.2 Tahun
2004 Pasal 4 ayat (4), apabila para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui
konsiliasi atau arbitrase dalam waktu tujuh hari kerja, instansi yang bertanggungjawab
di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.
Penyelesaian melalui mediasi dilakukan oleh mediator pada setiap kantor instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota”. Penyelesaian melalui
mediasi tidak ditawarkan bersamaan dengan konsiliasi atau arbitrase karena pemerintah
ingin melaksanakan fungsi memberikan pelayanan publik melalui mediator yang berwenang
menyelesaikan empat jenis perselisihan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Instansi yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan saja yang dapat diangkat menjadi mediator
penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena pemerintah memberikan pelayanan
publik, sebagai bentuk tanggungjawab Negara dan ikut campur tangan menyelesaikan
perselisihan yang terjadi diantara warganya. Implikasi hukum tidak hadirnya para pihak
memenuhi panggilan mediator menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon atau termohon
mediasi karena terhadap perbuatan yang sama menimbulkan akibat hukum yang berbeda,
maka tidak hadirnya pemohon atau termohon haruslah menimbulkan akibat hukum yang
sama.

Kata Kunci : Perselisihan hubungan industrial dan Mediator.
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PENDAHULUAN

PeMBUKAAN UUD RI Tahun 1945 alinea
ke empat menetapkan tujuan Negara Re-
publik Indonesia yakni “melindungi sege-
nap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan ke-
sejahteraan umum, mencerdaskan kehidu-
pan bangsa, dan ikut melaksanakan ketert-
iban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial” se-
jalan dengan itu UUD RI Tahun 1945 Pas-
al 27(1) “segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemer-
intahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecual-
inya”

Dari Pembukaan UUD RI Tahun 1945
alinea ke empat tersebut di atas, menurut
Lalu Husni setidaknya ada empat tujuan
bernegara yakni adalah protection funkction
(Negara melindungi seluruh tumpah darah
Indonesia), welfare function, (Negara wa-
jib mewujudkan kesejahteraa bagi seluruh
rakyat), educational function (negara me-
miliki kewajiban mencerdaskan kehidupan
bangsa), dan peacefulness function (Negara
wajib menciptakan perdamaian dalam ke-
hidupan bernegara dan bermasyarakat baik
ke dalam maupun keluar) dan menurut
para pakar bahwa tujuan negara seperti
itu mencerminkan tipe negara hukum ke-
sejahteraan (welfare state),'yang salah satu
fungsinya memberikan pelayanan publik
termasuk menyelesaikan sengketa atau
konflik atau perselisihan (dispute). Peny-
elesaian perselisihan dapat dilakukan me-
lalui Pengadilan atau di luar Pengadilan .2
Penyelesaian perselisihan diluar Pengadilan
disebut juga “pilihan penyelesaian seng-
keta” atau alternatif penyelesaian sengketa
atau alternative dispute resolution (ADR)

! Lalu Husni 1, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan
di Indonesia, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Ja-
karta 2010), hlm. 13.

2 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah,
Hukum Adat dan Hukum Nasional, Cetakan ke dua, Pre-
nada Media Group, Jakarta, 2001, hlm. 22.

merupakan konsep yang mencakup semua
cara-cara penyelesaian sengketa selain dari
proses peradilan atau litigasi (litigation).
Cara-ara penyelesaian perselisithan di luar
Pengadilan antara lain negosiasi, mediasi,
pencari fakta dan arbitrase.® Perselisihan
pendapat, pertentangan sama dengan “dis-
pute’. (Inggris) sebagai padanan istilah sen-
gketa dalam bahasa Indonesi.* Berdasarkan
The Contemporary Law Dictionary bahwa
kata Dispute (Inggris), Bespreken, Redetwist
(Belanda) berarti diperdebatkan, diperma-
salahkan, diperselisihkan, dipertentang-
kan.’

UU NO. 30 Tahun 1999 Tentang Arbi-
trase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 6 (3) “dalam hal sengketa atau beda
pendapat tidak dapat diselesaikan, maka
atas kesepakatan tertulis para pihak, sen-
gketa atau beda pendapat diselesaikan me-
lalui bantuan seorang atau lebih penasehat
ahli maupun melalui seorang mediator”
Para pihak yang bersengketa berhak me-
milih cara penyelesaian dan menentukan
sendiri mediator mana yang akan menyele-
saikan sengketa yang terjadi di atara mer-
eka.

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlind-
ungan Konsumen Pasal 45 ayat (2) yang di-
pertegas kembali dalam Kepmendagri No.
350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 4 (1) bahwa
“penyelesaian sengketa konsumen oleh
BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi
atau abitrase dilakukan atas dasar pilihan
dan persetujuan para pihak yang berseng-
keta”. Selanjutnya pada Pasal 6 menenten-
tukan bahwa “penyelesaian sengketa kon-
sumen dengan cara mendiasi oleh mediator

3 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa me-
lalui Pendekatan Mufakat, Cetakan ke-satu Raja Grafin-
do Persada,Jakarta, 2010, hlm. 11.

* Steve K. Ngo, Resolusi Sengketa dan Arbitrase Inter-
nasional (Tahap Pengenalan dan Lanjutan), Pendidikan
dan Latihan Pusat Pendidikan dan Latihan Mineral dan
Batubara Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral,
Mataram-Lombok, 18-22 Februari 2013.

>Martin Basiang, The Contemporary Law Dictionary,
First Edition, Red & White Publishing, Indonesia, 2009,
hlm. 124.

IUM:Kajian Hukum dan Keadilan



URNAL IUS | Vol I | Nomor 2

dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang
dibuat dalam perjanjian tertulis yang dita-
datangani oleh para pihak yang berseng-
keta”. Prinsip yang demikian juga terdapat
dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Peny-
elesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(PPHI) Pasal 4 (3) menentukan bahwa
“setelah menerima pencatatan dari sala satu
pihak atau para pihak, Instansi yang ber-
tanggung jawab di bidang ketenagkerjaan
setempat wajib menawarkan kepada para
pihak untuk menyepakati memilih penyele-
saian melalui konsiliasi atau arbitrase”®. Se-
lanjutnya pada ayat (4) ditentukan bahwa
“dalam hal para pihak tidak menetapkan
pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau
arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja,
maka instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan melimpahkan pe-
nyelesaian perselisihan kepada mediator”.

Penyelesaian melalui mediasi tidak di
tawarkan bersamaan dengan konsiliasi atau
arbitrase sebagai cara penyelesaian perselisi-
han hubungan industrial, para pihak tidak
diberi kesempatan untuk menentukan pili-
han penyelesaian perselisithan melalui cara
mediasi. Penyelesaian melalui mediasi di
tentukan oleh Instansi yang bertanggung-
jawab di bidang ketenagakerjaan termasuk
mediatornya. Berbeda halnya dengan Pelak-
sanaan mediasi di Pengadilan berdasarkan
PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 8 ayat
(1) bahwa para pihak berhak memilih me-
diator., yang terdaftar pada Pengadilan.

Menurut Ruth Charlton yang di kutip
David Spencer dan Michael Brogan dalam
Muslih MZ. bahwa apabila penyelesaian
perselisihan melalui mediasi bukanlah pili-

8 Undang-Undang ketenagakerjaan Indonesia ( Ma-
Jjor Lebour Laws of Indonesia ), Edisi ke-dua Ministry Of
manpower and Tranmigration Jakarta dan International
Lebour Organization (ILO) Jakarta, (Jakarta,2005) hlm.
III - 13.
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han suka rela para pihak, maka hal ini tidak
sesuai dengan Prinsip kesukarelaan (volun-
tariness) dalam mediasi, Yakni masing-mas-
ing pihak yang bertikai (disputants) datang
ke mediator atas kemauan diri sendiri se-
cara suka rela dan tidak ada paksaan dari
pihak luar. ” Dengan kata lain pilihan para
pihak untuk menempuh mediaisi tidak ber-
dasarkan perintah atau kewajiban undang-
undang.?

Penyelesaian Perselisihan hubungan in-
dustrial dilakukan oleh mediator yang ada
pada setiap Instansi pemerintah yang ber-
tanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
Hanya mediator yang berada pada setiap In-
stansi yang bertanggungjawab di bidang ke-
tenagakerjaan saja yang berwenang melaku-
kan mediasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial. Hal ini sesuai dengan
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI Pasal
8 bahwa “penyelesaian perselisihan me-
lalui mediasi dilakukan oleh mediator yang
berada di satiap kantor Instansi yang ber-
tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
Kabupaten/Kota”. (penulis menyebutnya
sebagai mediator tunggal).

UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI
Pasal 10 menentukan bahwa “dalam waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah menerima pelimpahan penyelesaian
perselisihan mediator sudah harus menga-
dakan penelitian tentang duduknya perkara
dan segera mengadakan sidang mediasi”."’
Kemudian Kepmenakertrans RI Nomor :
Kep.92/Men/V1/2004 Tentang Pengang-
katan dan Pemberhentian Mediator serta
Tata Kerja Mediasi Pasal 14 ayat (3) bahwa
setelah para pihak telah dipanggil dengan
mempertimbangkan waktu penyelesaian
(paling lama 30 hari) ternyata pihak pemo-
hon tidak hadir, maka permohonan tersebut

" www.wmc-iain.com/artikel/16-mediasi-pemgan-

tar-teori-dan-praktek.
8 Takdir Rahmadi, Op., Cit., hlm. 32
9 Undang-Undang ketenagakerjaan Indonesia (Ma-
jor Lebour Laws of Indonesia ), Op. Cit. hlm. III - 15.
10 Thid.
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dihapus dari buku perselisihan”. selanjut-
nya ayat (4) menentukan bahwa “dalam hal
para pihak telah dipanggil dengan memper-
timbangkan waktu penyelesaian ternyata
pihak termohon tidk hadir, maka mediator
mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan
data-data yang ada”.

Tidak hadirnya pemohon atau termohon
mediasi dalam memenuhi panggilan me-
diator menimbulkan implikasi hukum ter-
hadap pemohon atau termohon. Implikasi
hukum dimaksud adalah permohonan me-
diasi dihapus dari buku perselisihan apabila
pemohon yang tidak hadir, dan mediator
akan mengeluarkan anjuran berdasarkan
data sepihak dari pemohon apabila termo-
hon mediasi yang tidak hadir. Berapa kali
panggilan dilakukan, berapakali pula pemo-
hon atau termohon tidal memenuhi panggi-
lan mediator sehingga patut menimbulkan
implikasi hukum terhadap pihak yang tidak
hadir .

Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan Pasal 14 ayat (2) menentukan
bahwa :

“Mediator berkewajiban menyatakan me-
diasi gagal jika sala satu pihak atau para
pihak ataw kuasa hukumnya telah dua
kali berturut-turut tidak menghadiri per-
temuan mediasi sesuai jadwal pertemuan
mediasi yang telah disepakati atau telah
dua kali berturut-turut tidak menghadiri
pertemuan mediasi tanpa alasan setelah
dipangygil secara patut”

Dalam mediasi perselisihan hubungan
industrial apabila salah satu pihak tidak
menghadiri panggilan mediator, maka lan-
gung menimbulkan implikasi hukum tanpa
memberikan kesempatan untuk di panggil
sekali kepada pihak yang tidak hadir. Ber-
beda halnya pelaksanaan mediasi berdasar-
kan PERMA No. 1 Tahun 2008, KEPMEN
PERINDAG No. 350/MPP/Kep/12/2001
dan HIR/RBg (hukum acara perda) bahwa

bagi pihak yang tidak hadir pada panggilan
pertama, masih diberi kesempatan untuk
dilakukan dengan panggilan ke dua, walau-
pun dengan cara yang berbeda seperti dalam
mediasi penyelesian sengketa konsumen.
Hal ini sesuai dengan asas “audi et alteram
partem” bahwa kedua belah pihak harus di
dengar atau kepentingan kedua belah pihak
harus sama-sama di perhatikan!!,

Penyelesaian melalui mediasi termasuk
mediator hubungan industrial ditentukan
oleh Instansi yang bertanggungjawab di bi-
dang ketenagakerjaan, oleh karenaitu dapat-
kah mediator bersikap netral (netraly) atau
tidak memihak (imparsial) dalam melaku-
kan mediasi. Berdasarkan prinsip netralitas
(neutrality), prinsip otonomi (autonomie)
dan prinsip tidak memihak (imparsial).
seharusnya para pihak yang berselisihlah
yang menentukan sendiri cara penyelesaian
perselisihan dan mediator yang diinginkan
dan di percayai untuk memediasi perselisi-
han yang terjadi antara mereka. Hal inilah
yang menyebabkan penulis tertarik untuk
menulis tentang “Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Melalui Mediator Ber-
dasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004”

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis
dapat merumuskan masalah yang akan di-
jadikan bahasan sebagai berikut “Apa latar
belakang penyelesaian perselisihan melalui
mediasi tidak di tawarkan besamaan den-
gan konsiliasi dan arbitrase dan Mengapa
hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang be-
rada pada Instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan saja yang dapat
di angkat menjadi mediator dalam peny-
elesaian perselisihan hubungan industrial
Implikasi hukum apabila pemohon atau ter-
mohon mediasi tidak menghadiri panggilan
mediator untuk melakukan mediasi “

1 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata In-
donesia, Edisi ketiga, Libarty, Yogyakarta, 1988, hlm. 12.
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PEMBAHASAN

Untuk melakukan analisis terhadap isu
hukum yang di angkat penulis menggunak-
an beberapa teori antara lain :

1. TeoriNegaraHukumKesejahteraan ( Wel-
fare State )

Bahwa negara membenarkan, per-
lunya negara ikut campur tangan untuk
penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
Negaratidakhanyasebagaialatkekuasaan
(Instrumen of Pawer) tapijuga sebagai alat
pelayanan masyarakat (Agen of Services).

. Teori Penyelesaian Sengketa.

Menurut Roberts dalam I Made
Widyana, model penyelesaian sengketa
yang dikenal dalam masyarakata seder-
hana maupun kompleks (modern) pada
pokonya adalah sebagai beriku:

a. Negosiasi melalui proses kompromi
antara pihak-pihak yang konflik,
tanpa mengundang pihak ketiga yang
menyelesaikan konflik yang terjadi
di atara mereka.

b. Mediasi, melalui kesepakatan antara
para pihak-untuk melibatkan pihak
ketiga (mediator) dalam penyelesa-
ian konflik walaupun hanya sebatas
perantara (go-between) bersifat pa-
sif karena inisiatif untuk mengam-
bil keputusan sebagai wujud peny-
elesian sengketa tetap didasarkan
pada kesepakatan pihak-pihak yang
berkonflik.

c. Arbitrase, melalui kesepakatan yang
melibatkan pihak ketiga yang dise-
but arbitrator sebagai wasit untuk
mengambil keputusan dan keputu-
san tersebut harus diataati dan dilak-
sakan oleh pihak yang berkonflik.

d. Ajudikasi, sebagai model penyelesa-
ian sengketa melalui instansi penga-

374 EE Kajian Hukum dan Keadilan

dilan yang keputusannya mengikat
pihak-pihak yang berkonflik.!

3. Teori Hirarki Perundang-Perundangan
(stufenbau theory).

Setiap norma hukum adalah
sumber dari norma hukum lainnya yang
pembentukannya di atur oleh norma
hukum tersebut. Setiap norma hukum
yang lebih tinggi adalah sumber norma
hukum yg lebih rendah. Dan norma
yang lebih rendah kedudukannya tidak
boleh bertentangan dengan norma yang
lebih tinggi kedudukannya. Karena
norma hukum yang satu valid lantaran
dibuat dengan cara yang ditentukan
oleh suatu norma hukum yang lebih
tinggi yang menjadi landasan validitas
dari pembentukan norma hukum.'
Hubungan antara norma yang mengatur
pembentukan norma dengan norma lain
yang dibentuk adalah sebagai hubungan
antara “superordinasi” dan “subordinasi”
di mana norma yang menentukan
pembentukan norma lain adalah norma
yang lebih tinggi kedudukannya, sedang-
kan norma yang dibentuk menurut
perturan ini adalah norma yang lebih
rendah.” Dengan demikian, konstitusi
adalah sumber dari peraturan perundang-
undangan yang dibentuk.

4. Teori keadilan Aristoteles.

Keadilan legal yaitu perlakuan
yang sama terhadap semua orang sesuai
dengan hukum yang berlaku dan tunduk
pada hukum yang ada secara tanpa
pandangbulu. Keadilanlegal menyangkut
hubungan antara individu atau kelompok
masyarakatdengannegara. Intinyaadalah
semua orang atau kelompok masyarakat
diperlakukan secara sama oleh negara

12T Made Widyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 75.

13 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Ne-
gara, terjemahan dari buku; General Theory Of law and
State- oleh Raisul Muttagien, Cetakan Ke-empat, Nusa
Media, bandung, 2009, hlm. 179.

14 Ibid, hlm.
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dihadapan dan berdasarkan hukum
yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk
mendapatkan perlakuanyangsamasesuai
dengan hukum yang berlaku.’

5. Asas Persamaan di Depan Hukum.

Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahu 1945 Pasal 27 ayat (1)
menentukan Bahwa setiap warga negara
bersamaan kedudukanya di dalam hukum
dan pemerintahan, dan wajib menjunjung
hukum dan pemrintahan dengan tidak ada
kecualinya. Maksud persamaan kedudukan
disini adalah bahwa setiap warga Negara
Indonesia secara hukum dan Undang-
undang mempunyai hak, kewajiban dan
perlindungan yang sama dari Negara.
Maka Negara wajib melindungi warga
negaranya dari perlakuan yang berbeda
atau diskriminatif baik dalam hal agama,
sikap politik, ras, bahasa, jenis kelamin.

Adapun pembahasan untuk menjawab
permasalahan di atas adalah sebagai beri-
kut:

1. LatarBelakang mediasitidak ditawarkan
bersamaan dengan Konsiliasi atau
Arbitrase.

Mediasi, konsiliasi dan arbitrase meru-
pakan alternatif penyelesaian sengketa dilu-
ar Pengadilan atau Alternatif Dispute Reso-
lution (ADR), pelaksanaannya berdasarkan
kehendak dan kesepakatan para pihak yang
berselisih. ADR dapat memberikan prose-
dur yang lebih murah cepat, tidak kompleks
seperti litigasi formal. Penggunaanya tidak
hanya ditujukan untuk mengatasi ham-
batan finansial terhadap Pengadilan, akan
tetapi juga menghadapi permasalahan yang
mengandung faktor budaya, geografis dan
psikologis.®

UU No. 2 tahun 2004 Tentang PPHI Pasal
4 ayat (3) setelah di catat, Instansi yang

15

http:/kumpulan-teori-skripsi-blogspot.com/2011
/09/teori-keadilan-aristoteles.
16 Nurnaningsih Amriani, Op, Cit, hlm. 14.

bertanggung jawab dibidang ketenagkerjaan
wajib menawarkan penyelesaian melalui
konsiliasi atau arbitrase., ayat (4) Dalam
hal para pihak tidak menetapkan pilihan
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka
Instansi yang bertangung jawab di bidang
ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian
perselisihan kepada mediator. Ketentuan ini
justeru menempatkan mediasi hubungan
industrial bukan lagi merepresentasikan
kesepakatan para pihak yang berselisih
untuk memilih lembaga yang diharapkan
dapat menyelesaikan perselisihannya.!"Tapi
mediasi ditempatkan sebagai konsekwensi
atau implikasi karena para pihak tidak
memilih konsiliasi atau arbitrase, lebih
jauh lagi para pihak telah dipaksa untuk
menyelesaiakan perselelisihannya melalaui
cara mediasi. Hal ini kontradiktif dengan
UU Nomor 30 tahun 1999 Pasal 1 angka
10 bahwa lembaga penyelesaian sengketa
melalui prosedur yang disepakati para
pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli, begitu
pula UU No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan
Hidup Pasal 84 ayat (2) penggunaan mediasi
sebagai alternatif penyelesaian sengketa
diluar Pengadilan bersifat suka rela dan
merupakan pilihan para pihak, dan UU
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 45 ayat (2) bahwa
penyelesaian sengketa konsumen dapat
ditempuh melalui Pengadilan atau diluar
Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela
para pihak yang bersangkutan. Disamping
itu, kontradiktif pula dengan prinsip suka
rela (volunteer) dalam mediasi bahwa
penyelesaian melalui mediasi merupakan
kehendak bebas para pihak dan bukan
perintah suatu norma hukum. Penyelesaian
sengketa melalui mediasi tidak terdapat
unsyur paksaan antara para pihak dan
mediator, para pihak meminta secara suka

7 Isjd.pdii.lipi,go.id/admin/jurnal/3320889 log,pdf,
Op, Cit, hlm. 89.
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rela kepada mediator untuk membantu
penyelesaian konflik yang terjadi.’®* Mediasi
adalah kehendak bebas para pihak dengan
kesadaran memilih mediasi sebagai cara
untuk menyelesaikan perselisthan yang
terjadi.

Secara teoritis bahwa antara undang-
undang yang satu dengan undang-undang
yang lain tidak boleh terjadi saling perten-
tangan karena dibentuk dari norma dasar
yang sama. Tetapi UU No. 2 Tahun 2004
merupakan UU yang bersifat lex specia-
lis yang dapat mengenyampingkan aturan-
aturan yang bersifat umum seperti UU
No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Na-
mun demikian prinsip suka rela (volunteer)
dalam mediasi dan memberikan banyak pil-
ihan penyelesaian sengketa pada para pihak
adalah prinsip yang berlaku secara umum.
Oleh karena itu menurut penulis UU No.
2 Tahun 2004 Tentang PPHI Pasal 4 ayat
(3) dan (4) redaksinya sebaiknya perlu di-
lakukan sinkronisasi sehingga tidak saling
bertentangan dengan peratuan perundang-
undangan lainnya : Pasal 4

(3)Setelah menerima pencatatan dari
salah satu atau para pihak, instansi
yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat wajib
menawarkan kepada para pihak un-
tuk menyepakati memilih penyelesa-
ian melalui mediasi, konsiliasi atau
melalui arbitrase.

(4)Terhadap  tawaran  penyelesaian
perselisihan hubungan industrial me-
lalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja,
maka para pihak wajib menentukan
pilihan.

Perubahan tersebut akan menempatkan
mediasi hubungan industrial sebagai ben-
tuk alternatif penyelesaian sengketa. Medi-
asi penyelesaian perselisihan hubungan in-

8 Lalu Husni Op, Cit, hlm. 62.
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dustrial tidak menjadi wajib dilaksanakan
tapi menempatakan mediasi pada tempat
yang sebenarnya sehingga dapat dipilih se-
lain konsiliasi atau arbitrase.

Lalu mengapa mediasi tidak ditawarkan
bersamaan dengan konsiliasi atau arbi-
trase sebagai cara penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, sedangkan mediasi
merupakan salah satu ADR, dalam bagian
penjelasan Pasal dinyatakan telah jelas.

Menurut UU No. 2 Tahun 2004 Ten-
tang PPHI, penyelesaian melalui konsiliasi
adalah penyelesaian perselisthan menge-
nai kepentingan, pemutusan hubungan
kerja dan perselisihan antara serikat pe-
kerja/serikat buruh hanya dalam satu pe-
rusahaan yang dilakukan oleh pihak ketiga
(konsiliator) bukan PNS dengan kewajiban
mengeluarkan anjuran tertulis. Sedangkan
penyelesaian melalui mediasi dilakukan
oleh pihak ketiga (mediator) PNS yang ada
pada Instansi yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan dan ditunjuk oleh
Instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan untuk menyelesaiakan
perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan PHK dan perselisthan antar
SP/SB dalam satu perusahaan dengan ke-
wajiban mengeluarkan anjuran tertulis.

Penyelesaian melalui arbitrase meny-
elesaikan perselisihan kepentingan dan
perselisihan antara serikat pekerja/serikat
buruh hanya dalam satu perusahaan di-
lakukan oleh seorang atau beberapa orang
arbiter yang ditetapkan oleh Menteri ber-
dasarkan perjanjian arbitrase yang ditanda
tangani para pihak. Arbiter adalah pihak
ketiga bukan PNS walaupun ditetapkan
oleh Menteri. Kewenangan mediator me-
nyelesaikan empat (semua) jenis perselisi-
han dibandingkan konsiliator atau arbiter
memperlihatkan pemerintah ingin berper-
an dan campur tangan dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. hal ini
merupakan implementasi fungsi dan tang-
gungjawab Negara pada warganya dengan
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memberikan pelayanan publik dalam me-
nyelesaikan perselisihan hubungan indus-
trial yang terjadi antara warganya. Konsili-
ator dan mediator sama-sama berwenang
mengeluarkan anjuran tertulis kepada para
pihak yang berselisih, sedangkan arbiter
berwenang mengeluarkan putusan yang
berifat final (binding). Konsiliator atau
arbiter tidak berwenang menyelesaikan
perselisihan hak, sedangkan mediasi ber-
wenang menyelesaikan perselisihan hak.
Konsiliator dan arbiter bukan berasal dari
PNS, sedangkan Mediator adalah PNS pada
Instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan.

Jika ternyata para pihak tidak menentu-
kan pilihan baik terhadap mediasi, konsilia-
si atau arbitrase, apakah para pihak harus
tetap dipaksa untuk memilih salah satu pe-
nyelesaian. Menurut hemat penulis, media-
si, konsiliasi atau arbitrase adalah alternatif
penyelesaian perselisihan diluar pengadi-
lan, artinya Para pihaklah yang menentu-
kan apakah perselisihan diselesaikan me-
lalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Apa-
bila ternyata para pihak tidak menentukan
pilihan, maka Instansi yang bertanggung-
jawab di bidang ketenagakerjaan membuat
surat keterangan yang menyatakan upaya
penyelesaian perselisihan melalui mediasi,
konsiliasi atau arbitrase gagal dilaksanakan.
Surat pernyataan ini yang di jadikan syarat
untuk mengajukan gugatan di Pengadilan
Hubungan Industrial sebagaimana yang di-
syaratkan Undang-Undang Nomor 2 tahun
2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Pasal 83 ayat (1).

2. Mediator  Tunggal  Peneyelesaian
Perselisihan Hubungan Idustrial.

Mediator merupaka pihak ketiga yang
mempertemukan para pihak yang ber-
selisih untuk menyelesaikan perselisihan
secara musyawarah untuk mencapai mu-
fakat, tidak memiliki kepentingan terhadap
perselisihan sehingga dapat menawarkan

solusi penyelesaian yang bisa diterima para
pihak. Mediator membimbing para pihak
untuk melakukan negosiasi sampai ada ke-
sepakatan antara kedua pihak. Kesepakat
tersebut dituangkan dalam suatu perjanji-
an.

Menurut Syahrizal Abbas,

“mediator adalah pihak ketiga yang
membantu penyelesaian sengketa para pi-
hak yang mana ia tidak melakukan inter-
vensi terhadap pengambilan keputusan,
melakukan negosiasi, menjaga dan men-
gontrol proses negosiasi, menawarkan al-
ternatif solusi dan secara bersama-sama
para pihak merumuskan kesepakatan pe-
nyelesaian sengketa.”’

Aris Harianto, mengemukakan bahwa :
“mediator adalah pihak ketiga yang netral
yang membantu menyelesaikan perselisi-
han untuk mendapatkan kesepakatan me-
lalui proses mediasi. jadi pada asasnya sia-
pun yang dikehendaki para pihak.”?! Media-
tor tidak harus ditentukan dari tempat atau
lembaga tertentu. Siapa saja boleh menjadi
mediator asal dikehendaki oleh para pihak
dan memiliki kemampuan untuk melaku-
kan mediasi termasuk kemungkinan dipi-
lihnya pegawai pada instasi yang bertang-
gungjawab di bidang ketenagakerjaan.?

Dalam UU No.2 Tahun 2004 Tentang
PPHI Pasal 8 bahwa penyelesaian melalui
mediasi dilakukan oleh mediator pada se-
tiap kantor Instansi yang bertanggung jaw-
ab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/
Kota. selanjutnya Pasal 1 angka 12 :

“Mediator Hubungan Industrial yang se-
lanjutnya disebut mediator adalah pega-
wai Instansi pemerintah yang bertang-
gung jawab di bidang ketenagakerjaan
yang memenuhi syarat-syarat sebagai
mediator yang ditetapkan oleh Menteri

¥ Nurnaningsih, Op Cit, hlm. 29.

20 Syahrizal Abbas, Op Cit, hlm. 59.

2 TIsjd.pdii,lipi.go.id/admin/jurnal/3320889log.pdt.
Hlm. 94.

2 Ibid.
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untuk bertugas melakukan mediasi dan
mempunyai kewajiban memberikan an-
Juran tertulis kepada para pihak yang ber-
selisith untuk menyelesaikan perselisihan
hak, perselisthan kepentingan, perselisi-
han pemutusan hubungan kerja, dan
perselisihan antar serikat pekerja/serikat
buruh hanya dalam satu perusahaan.”

Mediator semacam ini termasuk dalam
katagori mediator otoritatif. Otoritas me-
diator berdasarkan kewenangan yang di-
berikan undang-undang dan menggunakan
kewenangan itu sebagai dasar menjalankan
tugas.?

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor Kep.92/Men/V1/2004
Pasal 3 ayat (1) huruf a dan h, bahwa un-
tuk menjadi mediator harus PNS pada In-
stansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan, dan mendapat legitimasi
dari Menteri. Pasal 4 ayat (1), untuk mem-
peroleh legitimasi dari Menteri calon me-
diator pada Departemen Tengakerja dan
Transmigrasi diusulkan oleh Dirjen Pembi-
naan Hubungan Industrial, calon mediator
dari propinsi di usulkan oleh Gubenur, Bu-
pati/Wali Kota. Kemudian pada Pasal 4 ayat
(2) huruf ¢ bawa pengusulan dimaksud ayat
1 harus dilengkapi dengan Copy SK pen-
empatan pada unit kerja yang membidangi
hubungan industrial. Dengan demikian
mediator hubungan industrial hanya ada
pada satu Instansi Pemerintah yakni In-
stansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.

PNS hanya dapat diusulkan menjadi
mediator hubungan industrial apabila
bertugas pada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan. PNS yang
bertugas pada instansi lain tidak dapat
diusulkan sebagai mediator hubungan
industrial sekalipun memiliki kemampuan
sebagai mediator atau bahkan sebelumnya
pernah  mendapat legitimasi sebagai

2 Ibid, hlm. 93.
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mediator hubungan industrial, karena Pasal
17 ayat 2 hurufe, bahwa legitimasi mediator
dicabut apabila mediator tidak bertugas lagi
pada Instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan. Menurut Aries
Harianto, mediator seperti ini disebut
monopoli Instasional sebagai mediator.>
hal ini kontradiktif, karena pada asas-
nya mediator adalah siapa saja yang
dikehendaki para, termasuk kemungkinan
para pihak memilih pegawai pada
Instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan.? Mediasi hubunganindus-
trial harus memberikan kebebasan pada para
pihak untuk menentukan sendiri mediator
yang dikehendakinya. Mediator bukanlah
monopoli pemerintah ataupun swasta,
keduanya bisa saja menjalankan fungsi yang
sama mengingat dasar pendekatan yang
digunakan adalah kompetentsi mediator.?¢
Oleh karena itu penulis menyebut mediator
hubungan industrial sebagai mediator
tunggal. Mediator tunggal adalah Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan hanya
pada instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan yang mem-
peroleh legitimasi dari Menteri sebagai
mediator untuk menyelesaikan  per-
selisthan hak, perselisthan kepentingan,
perselisihan Pemutusan hubungan Kerja,
dan perselisihan antar serikat pekerja/
serikat buruh dalam satu perusahaan
dengan kewajiban memberi anjuran tertulis
kepada para pihak apabila tidak tercapai
kesepakatan.

3. Hanya PNS yang pada Instansi yang Ber-
tanggungjawab Di bidang ketenagaker-
jaan yang Menjadi Mediator Tunggal.

Keberhasilan  pelaksanaan  mediasi
sangat ditentukan oleh mediator, maka dari
itu seorang mediator harus mempunyai
kualifikasi tertentu sebagai mediator.
Penguasaan materi masalah ketengakerjaan

24 Isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal3320889 log.pdf

% Lalu Husni 1, Op Cit, hlm. 61

%6 Tsjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3320889 log.pdf.
hlm. 89.
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bukanlah suatu hal mutlak diperlukan.
Pengetahuan yang lebih penting dibutuhkan
adalah kemampuanmenganalisdankeahlian
menciptakan pendekatan pribadi dalam
koridor teknis mediasi serta kemampuan
memformulasikan kehendak para pihak
menjadi rumusan sebagai anjuran.?’hal ini
semakin sulit terwujud karena kualitas
meditor hubungan industrial sangat
rendah, sulit menjaring mediator yang ber-
kualitas karena PNS yang bertugas pada
Instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan tidak berminat menjadi
mediator. Kalaupun ada yang menjadi
mediator hal tersebut terpaksa dilakukan
karena tugas.?®

Ada beberapa sebab PNS pada
Instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan tidak berminat menjadi
mediator antaralain : pelaksanaan diklat
untuk menjadi mediator terlalu lama sampai
berbulan-bulan, tugasnya selalu menangani
kasus, terlalu banyak peraturan perundang-
undangan yang harus di kuasai, selalu
melakukan pembinaan masalah antara
lain perselisihan Hubungan industrial,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja
bersama, pengupahan, SP/SB, jamsostek,
organisasi pengusaha, kurang tunjangan
kesejateraan, mediator sebagai jabatan
fungsional belum diatur wusia pensiun
sehingga sama dengan PNS biasa.?

Kurangnya peminat untuk menjadi
mediator menyebabkan mediator yang
terjaring tidak mempunyai kemampuan
yang maksimal untuk menyelesaikan
perselisihan hubungan industrial sehingga
anjurannya tidak dapat diterima para
pihak, dampaknya menimbulkan ketidak
percayaan terhadap mediator karena tidak
dapat memenuhi harapan para pihak.

27 Isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3320889 log.pdf,
Op Cit, hlm. 101

28 Hasil wawancara dengan Zaitun, S.Sos, MH. , Ke-
pala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTB.

2 TIhid.

Hal ini sesuai dengan keterangan Zaitun,
S.Sos., MH., Kepala Seksi Hubungan
Industrial dan Perselisihan Disnakertrans
Propinsi NTB bahwa sebagian besar
anjuran mediator ditolak oleh pengusaha,
disamping itu Serikat pekerja sering mem-
bawa perselisihan hubungan industrial
untuk diselesaikan pada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) atau Pejabat
Pemerintah lainnya yang dianggap me-
miliki kekuasaan.*® Seperti dalam contoh
perselisihan PHK antara PT. Surya Sem-
bada Jaya Site batu Hijau Sumbawa dengan
pekerja Eka Syarif H dkk.*' Pekerja yang
tergabung dalam Pengurus Unit Kerja
Serikat Pekerja Tambang Sumbawa (PUK
SPAT SAMAWA) membawa perselisihan
PHK untuk diselesaikan ke DPRD
Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian
dibawa ke Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat untuk diselesaikan. Hal ini
sesuai pula denganketerangan Ir. Syaipul
Bahri, MH. Bahwa Serikat pekerja sering
membawa perselisihan hubngan industrial
untuk diselesaiakan oleh DPRD seperti
PUK SPAT SAMAWA dan ASOKADIRA.?
Dari gambaran di atas bahwa sebagian
besar perselisihan hubungan industrial baik
pengusaha maupun pekerja tidak percaya
untuk diselesaikan oleh mediator yang ada
pada Instansi yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan.

Sebagai perbandingan lihat mediasi
menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal
5 ayat (1) setiap mediator wajib memiliki
sertifikat mediator yang diperoleh setelah
mengikuti pelatihan yang diselenggarakan
oleh lembaga yang telah memperoleh akre-
ditasi dari Mahkamah Agung Republik In-
donesia. Pasal 8 ayat (1) Para pihak berhak
memilih mediator di antara pilihan-pilihan:

30 Ihid.

3 Surat Gugatan PHK Eka Syarif H dkk pada PT.
Surya Sembada Jaya, Tanggal 2 April 2013.

32 Hasil wawancara Ir. Syaipul Bahri, MH. Mantan
Sekretaris Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(SPSI), sekarang sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hu-
bunga Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram.
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Hakim bukan pemeriksa perkara pada pen-
gadilan yang bersangkutan, Advokat atau
akademisi hukum, Profesi bukan hukum,
Hakim majelis pemeriksa perkara dari daft-
ar mediator yang memuat sekurang-kurang-
nya 5 (lima) nama mediator. Dalam UU
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 49 ayat (2), untuk dapat
diangkat sebagai anggota Badan Penyele-
saian Sengketa Konsumen (BPSK) antara
lain waraga Negara Republik Indonesia dan
memiliki pengetahuan dan pengalaman di
bidang perlindungan konsumen, ayat (3)
Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur
konsumen dan unsyur pelaku usaha.

Untuk menjadi mediator tidak harus
PNS, dan mediator seharusnya ditunjuk
dan dipilih oleh para pihak dari daftar me-
diator yang ada pada Intansi yang bertang-
gung jawab di bidang ketenagakerjaan. Den-
gan demikian terjadi kontradiktif anatara
UU No. 2 Tahun 2004 dengan UU No. 8
Tahun 1999 dan PERMA No. 1 tahun 2008
tentang siapa yang dapat menjadi mediator.
Oleh karena itu UU No. 2 tahun 2004 Pasal
1 angka 12 hal pengertian mediator hubun-
gan industrial dan Kepmanertran No. Kep.
92/Men/V1/2004 Pasal 3 ayat (1) huruf a
dan Pasal 4, perlu direvisi dan diperbaiki,
dan berkaitan dengan tugas dan kewajiban
mediator pada Pasal 8 ayat (1).

Mediator PNS pada Instansi yang ber-
tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
merupakan implementasi tanggungjaw-
abnya Negara ikut campur tangan meny-
elesaikan perselisihan yang terjadi diantara
warganya. Peranan pemerintah dalam pe-
nyelesaian perselisihan hubungan indus-
trial juga diatur ketika berlakunya UU No.
22 Tahun 1957 Pasal 1 huruf e yang secara
tegas untuk pertama kali dikenal sebutan
pegawai yang diberi tugas untuk memberi-
kan perantaraan. Selanjutnya Pasal 3 ayat
(2) bahwa pegawai adalah Pegawai De-
partemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh
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Menteri Tenaga Kerja untuk memberikan
perantaraan dalam perselisihan. Dalam
pelaksanaan tugasnya, pegawai perantara
dapat bertindak sebagai juru penegah, juru
pendamai, atau juru pemisah.

4. Implikasi Hukum Tidak Hadirnya Para
Pihak.

Setelah menerima pelimpahan penyele-
saian perselisihan, mediator harus segera
mengadakan sidang mediasi, karena Ber-
dasarkan UU No. 2 Tahun 2004 Ten-
tang PPHI Pasal 10 bahwa “dalam waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah menerima pelimpahan, mediator su-
dah harus mengadakan penelitian tentang
duduknya perkara dan segera mengadakan
sidang mediasi. Menurut Kepmenakertrans
No. Kep. 92/Men/V1/2004 Tentang Pen-
gangkatan dan Pemberhentian Mediator
serta Tata Kerja Mediator Pasal 14 ayat (1)
huruf ¢, mediator memanggil para pihak
secara tertulis untuk menghadiri sidang
dengan mempertimbangkan waktu pang-
gilan sehingga sidang mediasi dapat dilak-
sanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja setelah menerima pelimpahan.

Menurut Kepmenakertrans No. Kep. 92/
Men/V1/2004 Pasal 14 ayat (3) “Dalam hal
para pihak telah dipanggil ternyata pihak
pemohon tidak hadir, maka permohonan
tersebut dihapus dari buku perselisihan.
Ayat (4) menentukan, dalam hal para pihak
telah dipanggil, ternyata pihak termohon
tidak hadir, maka mediator mengeluarkan
anjuran tertulis berdasarkan data-data yang
ada.

Panggilan oleh meditor wajib dihadiri
oleh pemohon atau termohon. Apabila
tidak hadir, maka akan menimbulkan
implikasi hukum baik terhadap pemohon
maupun termohon. Terhadap pemohon,
maka permohonan mediasi di dihapus dari
buku perselisihan, terhadap termohon,
maka mediator berwenang mengeluarkan
anjuran walaupun berdasarkan data-data
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sepihak dari pemohon, atau dengan kata
lain mediasi dinyatakan gagal karena tidak
hadirnya pemohon atau termohon. Mediator
berwenang mengambil keputusan bahwa
mediasi gagal. Sebagai aparatur Negara
dalam hal ini mediator melaksanakan fungsi
mengadili  (Justitie/Rechtspraak)  dalam
menyelesaikan sengketa dan perselisihan
yang terjadi di antara warganya. Mediator
telah berfungsi sebagai hakim dengan
mengeluarkan putusanyangbersifatanjuran
hanya berdasarkan data-data sepihak dari
pemohon (putusan verstek dalam hukum
acara perdata). Sedangkan mediator dalam
proses mediasi tidak mempunyai kewenagan
memutus.*Karekteristik mediasi adalah
tidak membuat keputusan tapi hanya
menfasilitasi. **Peran mediator tidak lebih
sebatas membantu para pihak agar dapat
mencapai kesepakatan yang hanya dapat
diputuskan oleh para pihak yang berselisih.*

Tidak hadirnya pemohon dan termohon
menimbulkan implikasi hukum yang
berbeda satu sama lain. Cara seperti ini
sama dengan putusan gugur dan putusan
verstek dalam hukum acara perdata, yang
mana pihak yang tidak hadir masih diberi
kesepampatan untuk dipanggil kembali
samapai dua kali. Tetapi mediasi adalah
alternative penyelesaian pesrelisihan di
luar Pengadilan yang dialksanakan ber-
dasarkan pilihan suka rela (volunteer)
para pihak. Para pihak yang mempunyai
kehendak untuk melakukan mediasi tanpa
ada perintah atau tekanan dari siapun, Para
pihak mempunyai hak dan kedudukan yang
sama dan keputusan yang diambil adalah
hak otonom para pihak yang berselisih.
Hal ini kontradiktif dengan asas persamaan
di depan hukum bahwa setiap warga
Negara mempunyai hak dan kedudukan
yang sama didepan hukum dan Negara
wajib melindungi warga negaranya dari

33 Takdir Rahmadi, Op, Cit, hlm. 20.

3 Nurnaningsih Amriani, Op, Cit, hlm. 67.

% Isjd.pdiilipi.go.id/adwin/jurnal/3320889 log.pdf,
Op, Cit, hlm. 98.

perlakukan yang berbeda dan diskriminatif,
dan kedua belah pihak harus sama-sama
diperhatikan (Audi Et Alteram Partem).

Secara teoritis bahwa setiap orang harus
diperlakukan sama didepan hukum. Semua
orang harus dilindungi dan tunduk pada
hukum tanpa pandang bulu. Semua orang
atau kelompok masyarakat harus diperlaku-
kan sama sesuai dengan hukum yang ber-
laku termasuk dalam pelaksanaan mediasi
penyelesaian perselisihan hubungan indus-
trial. Negara harus memberikan putusan
yang adil dalam menyelesaikan perselisihan
yang terjadi di antara warganya. Putusan-
nya tidak boleh saling bertentangan antara
satu dengan lainnya terhadap perbuatan
yang sama. Negara bertanggungjawab mem-
berikan perlakuan dan perlindungan yang
sama pada pemohon dan termohon medi-
asi. Terhadap perbuatan yang sama harus-
lah menimbulkan akibat hukum yang sama
pula. Apabila terhadap perbuatan yang
sama menimbulkan akibat hukum yang ber-
beda, artinya pemohon atau termohon telah
diperlakukan berbeda dan perlakuan yang
tidak adil, sedangkan Negara bertanggung-
jawab memberikan perlakukan yang sama
dan adil kepada pemohon dan termohon.

Dala hal ini pemohon dan termohon me-
diasi tidak pernah betemu untuk melaku-
kan mediasi, menjadi sangat tidak rasional
pemohon dan termohon yang tidak pernah
bertemu dalam suatu mediasi kemudian
tiba-tiba mediator mengeluarkan anjuran
berdasarkan data-data sepihak. Menu-
rut penulis lebih tepatnya adalah apabila
pemohon atau termohon tidak hadir, maka
mediator berwenang menyatakan mediasi
gagal dilaksanakan. Oleh karenaitu media-
tor membuat suarat keterangan atau per-
nyataan yang menyatakan bahwa mediasi
antara pemohon dan termohon gagal dilak-
sanakan. Surat keterangan atau surat pe-
nyataan inilah yang dilampirkan oleh para
pihak untuk mengajukan gugatan ke Pen-
gadilan Hubungan Industrial sebagaimana
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disyaratkan UU No. 2 Tahun 2004 Ten-
tang PPHI Pasal 83 ayat (1).” Oleh karena
itu menurut penulis Kepmenakertrans No.
Kep. 92/Men/V1/2004 Pasal 14 ayat (3) dan
(4) harus diperbaiki atau direvisi.

KESIMPULAN

Penyelesaian perselisthan melalui me-
diasi tidak ditawarkan bersamaan dengan
konsiliasi atau arbitrase karena adanya
keinginan pemerintah untuk mengimple-
mentasikan fungsi Negara dengan mem-
berikan pelayanan publik kepada masyara-
kat. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk
peran pemerintah melalui mediator yang
berwenang menyelesaikan empat jenis
perselisihan hubungan indiustrial yakni
perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan PHK dan perselisihan antara
SP/SB dalam satu perusahaan dengan ke-
wajiban mengeluarkan anjuran tertulis.

Hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
berada pada Instansi yang bertanggung-
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jawab di bidang ketenagakerjaan saja yang
dapat diangkat menjadi mediator peny-
elesaian perselisihan hubungan industrial
karena mediator hubungan industrial seb-
agai upayah pemerintah memberikan pelay-
anan publik, sebagai bentuk tanggungjawab
Negara dan ikut campur tangan menyele-
saikan perselisihan yang terjadi diantara
warganya. khusunya dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industria.

Implikasi hukum tidak hadirnya para
pihak memenuhi panggilan mediator un-
tuk melakukan mediasi telah menimbulkan
ketidakadilan bagi pemohon atau termohon
mediasi karena terhadap perbuatan yang
sama menimbulkan akibat hukum yang
berbeda. Para pihak mempunyai hak dan
kedudukan yang sama, Negara berkewa-
jiban memberikan perlindungan yang sama
kepada pemohon dan termohon mediasi.
maka tidak hadirnya pemohon atau termo-
hon haruslah menimbulkan akibat hukum
yang sama.
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